Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin
Inisiasi Geraka‘rl Bersih-Bersih Lingkungan di “Kota_?aiman”

Sumber gambar:
https://kalsel.antaranews.com/berita/378969/polda-kalsel-dan-polresta-banjarmasin-inisiasi-gerakan-
bersih-bersih-lingkungan-di-kota-baiman

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) bersama Polresta
Banjarmasin menginisiasi gerakan bersih-bersih lingkungan di Kota Banjarmasin sebagai
wujud kepedulian terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai tanggung
jawab bersama, apalagi kota ini dikenal dengan sebutan Kota Baiman artinya Barasih wan
Nyaman. “Ada tiga lokasi yang kita sasar hari ini untuk pembersihan yaitu Pasar
Sudimampir, sungai di sekitar Masjid Raya Sabilal dan kawasan Jalan Lingkar Selatan,”
kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi di Banjarmasin, Kamis.

Menggunakan sekop, Kapolda terjun langsung memimpin pembersihan sampah
yang menumpuk di Pasar Sudimampir untuk diangkut ke truk menuju tempat
pembuangan akhir (TPA). Selain puluhan anggota Polri dari Polda Kalsel dan Polresta
Banjarmasin, nampak juga sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa termasuk
organisasi masyarakat turut bersama-sama melakukan pembersihan lingkungan dari
sampah.

Kapolda menyebut aksi bersih-bersih itu sebagai wujud nyata kepedulian Polri
terhadap lingkungan yang bersih dan sehat terbebas dari sampah. Dia menginstruksikan
seluruh anggotanya dimanapun bertugas agar peduli dengan kebersihan lingkungan dan
menjadi motor penggerak di tengah masyarakat. “Jadi aksi ini pada intinya kita ingin
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menggugah seluruh masyarakat agar semuanya bisa tergerak peduli akan kebersihan
lingkungan,” ucap Kapolda.

Di akhir kegiatan setelah semua sampah dibersihkan, Kapolda yang didampingi
para pejabat utama Polda Kalsel serta Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana
Atmojo membagikan hadiah undian kepada masyarakat yang telah turut serta mengikuti
aksi bersih-bersih itu. Diketahui kegiatan serupa dilaksanakan di seluruh wilayah Polres

jajaran dan juga serentak secara nasional oleh Mabes Polri.
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Catatan:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan
penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))

2)

3)

a.

sampah rumah tangga;

Sampah rumabh tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,
tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau
fasilitas lainnya.

sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan
beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e.
sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang
timbul secara tidak periodik.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
terdiri atas: (Pasal 19)
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a. pengurangan sampabh; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b.
pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai
berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam
jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah
lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e.
memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi
yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat
didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan
bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh
proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk
pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau
sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat
pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa
sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara
atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan
akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan
jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk
pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media
lingkungan secara aman;

4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat
1)

5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan
pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1)
dan ayat (2));

6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat
memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir
sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya
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kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25
ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:
1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam
rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis
sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum,
dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);

2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan
sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi
provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan
menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah
(Pasal 4);

3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

a. pengurangan sampah; dan

b. penanganan sampabh.

(Pasal 10 ayat (1)

4) Pengurangan sampah meliputi:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau

c. pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang,
dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau

b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau
kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 11)

5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

C. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir sampah. (Pasal 16)
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